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IMPLEMENTASI PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA 
PERUSAHAAN KEGIAT AN PERT AMBANGAN MINERAL DAN 

BATUBARA 

HERMAN 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara konkrit irnplementasi Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusaban (PROPER) kegiatan pertambangao mineral 

dan batubara daJam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melaJui 

Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015, 

menganalisis informasi yang dihasilkan Program penilaian peringkat kinerja' 

kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup menjadi dasar kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi 

Kalimantan Utara, dan mengetahui kendala-kendala dihadapi dalam 

implementasinya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan 

deskriptif dipilih untuk mengungkapkan temuan-temuan di lokasi penelitian 

berdasarkan redaksi atau uraian kalimat yang menjelaskan kejadian-kejadian 

berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Utara. Teknik. pengambilan sampel dengan 

menggunakan purposive sampling yaitu informan dipilih dengan tujuan-tujuan 

tertentu. Hasil penelitian ini adalah a) hasil analisa menggunakan teori Edward III 

seperti komunikasi , sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah didapatkan 

bahwa keempat dimensi tersebut mendukung pelaksanaan program implementasi 

kebijakan, b) Penjaringan informasi baik dari warga masyarakat, perusahaan dan 
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instansi terkait telah tersedia melalui website, whatsapp dan teknologi informasi 

lainnya milik DLH Provinsi Ka1imantan Utara dan c) Kendala yang ditemukan 

dalam menjalankan implementasi kebijakan terdiri dari 3 hal yaitu: Tim Proper 

(kemampuan dan keahlian teknis yang dimiliki Tim), Dinas Lingkungan Hidup 

(Sarana dan Prasarana), dan pihak Perusahaan (pengetahuan dan peemahaman 

peraturan). 

Kata kunci Implementasi kebijakan, PROPER dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 
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THE IMPLEMENTATION ON PERFORMANCE RATING PROGRAM 

OF THE MINERAL MINING AND COAL OPERATIONS 

HERMAN 

Postgraduate Program 

Universitas Terbuka 

ABSTRACT 

The objectives of this research are to clarify the implementation of performance 

rating program (PROPER) on the mineral mining and coal operations within 

patronage and environmental management through the North Kalimantan 

Governor 's Policy number 51 year of 2015 in concrete. Second, to analyze the 

information which is generated by the performance rating program of mineral 

mining and coal operations within patronage and environmental management to 

be the basis of mfoing enterprise sustainable in North Kalimantan, also to cognize 

the obstacles during the implementation. The method that is used in this research 

is qualitative, and descriptive approach is chosen to reveal the results at the 

research site particularly according to the redactions which explain the events 

based on facts in the field. The research done towards North Kalimantan 's 

Environmental Services. Purposive sampling is used as the sampling technique, 

which the informants is chosen on purpose. The results of this research are a) the 

analysis results using a theory from Edward Ill, for the instances, communication, 

resources, disposition and the bureaucracy structure which give a result that those 

four djmensions are supporting the implementation of policy program. 

furthermore, b) the accumulation of the information on the society, company, and 

related agency are available through website, WhatsApp, and other informational 

technologies which belongs to North Kalimantan's Environmental Services. 
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Moreover, c) the obstacles which are found in executing the policy 

implementation, which consist of three things: The PROPER team (the slci lls and 

abilities that the team possesses), The Environmental Services (the tools and 

infrastructure), and The Company (the knowledge and the understanding of rules). 

Keywords: The implementation of policy, Performance rating program, 

Environme11tal management. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran lJmum Tentang Adanya Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah administratif ± 

75.467,70 Km2 terdiri dari Kabupaten Bulungan : ± 13.925,72 Km2; 

Kabupaten Nunukan: ± 13.841,90 Km2; Kabupaten Malinau · ± 42.620,70 

Km2; Kabupaten Tana Tidung : ± 4.828,58 Km2; dan Kota Tarakan : ± 

250,80 Krn.2, letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki Jokasi 

yang sangat strategis dan menguntungkan berbatasan langsung dengan 

negara tetangga Malaysia. Untuk daerah daratan terdapat ± 1.038 km garis 

perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia. 

Dengan luasan tersebut Kalimantan Utara memiliki potensi sumber 

daya alam yang beragam baik itu kondisi hutan yang cukup luas serta Hasil 

utama provinsi ini adalah basil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu 

bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, 

pariwisata, dan industri pengolahan. 

Saat ini kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Utara 

semakin berkurang hat tersebut disebabkan salah satu diantaranya harga jual 

batubara sangat murah sementara kost produksi meningkat sehingga tidak 
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memadai secara ekonomis untuk dieksplorasi ha! ini ditandai dengan adanya 

pengurangan tenaga kerja yang tersebar di seluruh 4 Kabupaten. 

Perijinan yang diterbitkan untuk Kegiatan pertambangan batubara 

di Kaltara terdiri dari 3 (tiga) izin kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat serta 

93 (Sembilan puluh tiga) perusahaan yang mengantongi surat Izin Usaha 

Pertambangan (!UP) dari kepala daerah yang dahulu bemama Kuasa 

Pertambangan (KP), sehingga secara keseluruhan berjumlab 96 (Sembilan 

puluh enam) izin kegiatan pertambangan batubara, dari jumlah tersebut 

yang telah dilakukan kegiatan Proper hanya berjumlab 10 (sepuluh) 

Perusahaan saja. 

B. PROPER kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Pergub Prov. 

Kalimanantan Utara NO. 51 Tahun 2015, 

Aktivitas pertambangan yang kerapkali sebagai bentuk penggalian 

somber daya alam dengan nilai profit yang cukup tinggi. Menjadikan 

adanya ketertarikan perusahaan dengan fokus usaha pertambangan. 

Berbagai pandangan seperti yang dijelaskan oleh mentri lingkungan hidup, 

babwa salah satu indikator pencemaran lingkungan yang terbesar adalab 

dari sektor pertambangan. Untuk itu, diperlukan adanya program yang 

mampu memantau penanggung jawab dari pemilik usaha pertambangan 
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dalam kepatuhannya untuk mengelola lingkungan hidup sebagai usaha 

menjaga ekosistem. 

Pengukuran yang tepat untuk menilai kinerja perusahaan dalam 

menciptakan pengelolaan lingkungan hidup adalah PROPER (Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER merupakan salah satu 

kebijakan yang dikembangkan oleh Kemnterian Lingkungan Hidup. 

Pemahaman proper telah di jelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 3 Tahun 2014. 

Dukungan terhadap peraturan terkait PROPER di Provinsi Kalimantan 

Utara, ditunjukkan dengan adanya surat keputusan kepala dinas lingkungan 

hidup Nomor: 900/017.AIDLH/III/2018 tentang cara dan pedoman Proper 

kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

1. Tata Cara Peoilaian peningktana kinerja kegiatan pertambangan 

mineral dan batubara dalam perlindungan clan pengelolaan 

lingkungan hidup di provinsi Kalimantan Utara. 

Adapun tata earn yang telah ditetapkan dalam surat keputusan 

dinas lingkungan hidup prov Kalimantan utara, dimulai dengan 

pembeotukan pelaksana kegiatan diantaranya tims sekretariat, tim 

proper, tim komisi penilai. Tiga tim ini memiliki tugas yang berbeda 

tetapi terdapat keterkaitan, seperti pada saat tim sekretariat menyiapkan 

segala bahan serta berkas untuk pelaksanaan penilaian yang dilakukan 
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oleh tim proper dan kemudian hasil penilaian selanjutnya dievaluasi 

oleh komisi penilai sampai pada tahap penyampaian dan pemberian 

masukkan hasil penilaian PROPER kepada Gubernur Provinsi 

Kalimantan Utara. Adapun dasar penilaian 1nengacu pada Peraturan 

Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 tahun 2015, diantaranya 

mencakup: 

a. Aspek Administrasi Dan Manajemen Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Parameter dalam aspek ini diantaranya adanya izin 

limgkungan (AMDAL atau UKL/UPL), Pelaporan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan, Dokumen RKAB, Dokumen RPT, 

Jaminan Reklamasi, dan adanya izin prinsip. Izin prinsip in1 

meliputi izin IUP OP, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin 

operasional pelabuhan dan izin lainnya yang diperlukan.Masing

masing parameter mimiliki bobot dan total bobot pada aspek ini 

sebesar 5o/o. 

b. Aspek Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan 

Aspek ini memiliki 4 sub aspek dengan berbagai parameter. 

Total bobot penilaian sebesar 45%. Subaspek yang pertama yaitu 

pengendalian pencemaran air limbah dengan jumlah bobot 20%, 

parameter yang dipakai diantarany: iain pembuangan air limbah, 

ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah(Setting pond), desain 
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kapasitas setting pond, t3silitas penunjang setting pond, pencatatan 

pH dan Debit Harian, SOP pengendalian pencemaran air dan 

tanggap darurat, pengambilan sampel dan analisis laboratoriun1 

kualitas air limbah, basil uji laboratorium, pengelolaan kualitas air, 

perawatan settingpond dan ketersediaan fasilitas, sistem drainase 

pada stockpile, pemanfaatan kembali air limbah dengan siste1n 

recycle,dan alat pemantauan kualitas air. 

Sub aspek kedua yaitu pengenda}ian pencemaran udara, 

dengan beberapa parameter diantaranya alat penyiraman /1uuling 

road, pelaksanaan penaggulangan debu, SOP pengendalian 

pencemaran udara, pelaksanaan dan hasil uji kualitas udara ambien, 

pelaksanaan dan basil pengujian uji emisi udara dari sumber 

bergerak, pelaskanaan dan hasi pengujian uji emisi sumber tidak 

bergerak, fasilitas sampling Hole, dan pemeliharaan alat. Sub 

aspek ketiga yaitu pengelolaan dan/atau pengolahan limbah padat 

atau sampah, dengan parameter pengumpulan atau penyimpanan 

sementara sampah, tempat pengumpulan sementara besi bekas, 

pemanfatan atau pengelolaan limbah padat atau sampah. Sub aspek 

terakhir yaitu pengelolaan B3 dan limbah B3 dengan beberapa 

parameter, izin penyimpanan sementara limbah B3, fasilitas TPS 

limbah B3, deain TPS Limbah B3, Tempat penyimpanan khusus 

B3, Kelengkapan MSDS B3, SOP pengelolaan limbah B3, SOP 
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tanggap darurat limbah 63, penyerahan limbah B3, pemanfaatan 

limbah B3, pengolahan limbah B3, kondisi workshop, dan air trap. 

c. Aspek Reklamasi dan Revegetasi 

Aspek ini memiliki bobot 30o/o dengan 15 aparameter yang 

menjadi pengukurannya, diantaranya: perbandingan kumulatif luas 

lahan terganggu dengan kumulatif luas rehab, keseuaian 

pelaksanaan kegiatan terhadap RKAB, pengelolaan tanah pucuk 

(topsoil), penataan lahan, uji analisa kesuburan tanah, peresemaian, 

penyediaan hibit, pelaksanaan rcvegetasi, penanaman jenis 

revegetasi, kolam pengendap pada lokasi reklamasi dan revegetasi, 

studi geokimia bantuan untuk 1nengetahui potensi AMD, dan 

penanganan AMD. 

d. Aspek pemberdayaan masyarakat 

Aspek ini memiliki bobot 5% dengan parameter program 

pengembangan masyarakat yang dilaksanakan baik bidang 

pendidikan kesehatan, sosial budaya, infrastruktur dan bidang 

pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kajian aspek sosial 

ekonomi masyarakat, anggaran pemberdayaan masyarakat yaitu 

berupa alokasi anggaran CSR dan penerapan dana CSR. 

e. Aspek upaya pengelolaan lingkungan tambahan 
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Aspek ini merupaka aspek tambahan yang mempunyat 

bobot 15% dengan parameter seriflkat ISO, audit internal, diklat 

lingkungan ditandai dengan sertitikat, upaya mitigasi perubahan 

iklim, uoaya penghematan energy, upaya konservasi tanah dan air, 

upaya penurunan beban pencemaran udara, dan studi kerusakan 

Ia han. 

Mengenai tahap kegiatan yang dilaksanakan, dapat dilihat 

pada hagan berikut ini: 

• 
• .. 

• 
Gambar 4.1 Tahap Kegiatan Penilaian PROPER 

Hasil dari penilaian dikelompokkan dalam 5 (lima) warna, 

hal ini dimaksudkan untuk kemudahan penyajian informasi yang 

dapat dipahami oleh masyarakat Adapun lima warna yang 

dimaksudkan sebagai tingkat penataan perusahaan pertambangan 

baturbara adalah emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas 

merupakan peringkat pertama dengan tital nilai 91-100 memiliki 
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arti bahwa perusahaan pertambangan batubara telah berhasil 

melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan hidup dan melaksanakan produksi lebih bersih, dan 

telah mencapai hasil yang sangat baik serta telah melakukan 

pengembangan kemasyarakatan dengan pola berkelanjutan. 

Hijau, merupakan penilaian dari rentang 71-90, memiliki 

arti bahwa perusahaan pertambangan batubara yang telah 

melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan hidup dan mencapai basil lebih baik dari persyaratan 

yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang

undangan yang berlaku. Bini, dengan total nilai 41-70 me1niliki 

pengertian bahwa perusahaan pertambangan batubara yang telah 

melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan hidup dan telah mencapai basil yang sesuai dengan 

persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Merah dengan nilai 21-40 

memberikan penjelasan bahwa perusahaan pertambangan batubara 

yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau 

kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan 

minimum sebagaimana diatur dala1n peraturan perundang

undangan yang berlaku. Sementara hitarn dengan nilai 0-20 

menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batubara yang 

belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau 
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No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan hidup. 

2. Implementasi Kebijakan PROPER 

Dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Utara telah 

melaksanakan kcgiatan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk 

PROPER pertambangan batubara yang melibatkan I 0 perusahaan 

pada tahun 2016/20! 7. Diantaranya seperti tertera pada ta be! 

berikut: 

Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan Peserta PROPER 
-

Nama Perusahaan Lokasi 

PT. Mandiri Intiperkasa Kabupaten Tana Tidung 

dan Kabupaten Nunukan 

PT. Duta Tambang Rekayasa Kabupaten Nunukan 

PT. Piput Mutiara Jaya Site Sebak:is Kabupaten Nunukan 

PT. Dewa Rinci Mandiri Kabupaten Nunukan 

PT. Bara Dinarnika Muda Sukses Kabupaten Malinau 

PT. Kayan Putra Utama Cool Kabupaten Malinau 

PT. Pipit Mutiara Jaya Site Bebatu Kabupaten Tana Tidung 

PT. Lamindo Inter Mulliken Kabupaten Bulungan 

PT. Mitra Niaga Mulia Kabupaten Bulungan 

PT. Pesona Khatulistiwa NUsantara Site Kabupaten Bulungan 

Seka wan 
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Sumber : laporan Porper Dinas Lingkungan !lid up Kalimantan Utara (2018) 

C. lnformasi yang dihasilkan PROPER sebagai dasar kelanjutan usaha 

pertambangan di Prov. Kalimantan Utara 

Berikut ini penjelasan informasi yang dihasilkan PROPER sebagai 

kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara: 

l. lnformasi Hasil lmplementasi Pelaksanaan PROPER 

Dari hasil penilaian PROPER ddiapatkan 3 (tiga) perusahaan pada 

peringkat hijau, 6 (enam) perusahaan pada peringkat biru, dan I (satu) 

perusahaan pada peringkat merah. Dari IO perusahaan ini didominasi 

oleh peringk:at biru, hal ini sejalan dengan beberapa pennasalahan yang 

ditemukan dilapangan diantaranya tentang kondisi limbah air yang telah 

dilak.ukan pengecekan pada laboratorium temyata dalam kondisi 

melebihi baku mutu buangan air. Terkait dengan limbah yang 

dihasilkan, beberapa perusahaan banyak yang belum mendapatkan ijin 

baik untul pembuangan iar limbah, pengelolaan limbah, dan penyediaan 

sementara limbah jenis B3. Kegiatan lain yang ditemukan yaitu tidak 

adanya pelibatan tanaga pendamping dari instansi terkait pada saat 

pengambilan sample limbah iar, kemudian tidak terlaskananya kegiatan 

3R dalam uapaya pengurangan pencemaran limbah. Dalam pengelolaan 

air limbah juga tidak diikuti penyediaan sellling pond yang 

representative, sehinga pengelolaan pada saat hujan tidak dapat 

dilakukan secara maksimal. 
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Kondisi yang ditemukan dilapangan lainnya selain pennasalahan 

pengolahan limbah yaitu perusahaan tidak melaksanakan uji analisa 

kesuburan tanah, kegiatan reklamasi sangat jarang dilakukan pada areal 

tambang, angka kurang dari 40% terhadap perbandingan luas lahan 

yang terganggu dengan lahan yang telah di revegetasi. Selain itu pada 

saat penyiapan lahan reklamasi sebagian besar tidak memperhatikan 

sistem drainase yang baik, sehingga sering terjadi erosi dan sedimentasi 

pada areal reklamasi, yang juga berdan1pak terhadap menurunnya 

kualitas tanah clan air untuk kegiatan revegetasi. 

Terkait dengan tanarnan, terdapat beberapa temuan, Rendahnya 

persentase tingkat pertumbuhan tanaman pada areal revegetasi, karena 

kurangnya pemeliharaan serta minimnya ketebalan dari topsoil yang 

disebarkan pacla areal reklamasi serta rendahnya kegiatan manajemen 

topsoil yang dilakukan. Keragaman dari jenis tanaman pada areal 

revegetasi masih sangat minim, clan hanya dikembangkan tanarnan 

khusus jenis pioneer. Belum sernua perusahaan melakukan kegiatan 

pemantauan flora dan fauna yang terkena dampak terhadap kegiatan 

pertambangan batubara. 

Kondisi lain menunjukkan bahwa Kontraktor yang bekerja pada 

perusahaan yang masih belum memahami tentang pengelolaan 

lingkungan hidup terutama untuk kontraktor lokal. Audit ekstemal tidak 

dapat berjalan dengan baik karena masih banyak perusahaan yang tidak 

dilengkapi dengan sertitikasi pengelolaan lingkungan hidup. Dan 
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terakhir yang menjadi temuan terkait lingkungan hidup adalah 

pemanfaatan Community Development dan ( '~\'R sebagiar1 besar hanya 

terfokus kepada keinginan masyarakat, dan tidak diterapkan 

berdasarkan hasil kajian social ekonomi yang dilaksanakan oleh 

perusahaan. 

Dengan hasil implementasi dan adanya kondisi temuan terhadap 

berbagai kendala yang dirasakan belum dipenuhi pada standar penilaian 

PROPER yang telah ditetapkan dalam UU, maka diperlukan adanya 

tindak lanjut untuk lebih dalam bagi Dinas Lingkungan Hidup 

Probvinsi Kalirnantan Utara. Tindak lanjut ini dapat berupa adanya 

keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan 

terhadap kinerja perusahaan yang terkait langsung dengan lingkungan. 

Perihal tersebut senada dengan pemyataan Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kalimantan Utara (wawancara, 10 Juni 2018), beliau 

mengungkapkan: 

..... Informasi lingkungan sangat penting karena bisa 
memberikan kendali terhadapt tata kelola lingkungan yang 
ada. Infonnasi tentang lingkungan itu beragam, dari 
keberadaan sumber daya alam (potensi tambang), 
informasi tentang tingkat kerentanan lingkungan, 
informasi tentang kerusakan lingkungan hidup/ekosistem, 
rebabilitasi lingkungan oleh pemerintah, program untuk 
memproteksi daya duk:ung ekosistem di daerah tertentu, 
tataruang/amdal rkl upl, izin yang berdampak pada 
lingkungan hidup, tingkat ketaatan terbadap nilai- nilai. 
Melibat dari bal tersebut saja bisa dikatakan bahwa 
informasi lingkungan itu penting sekali bagi masyarakat. 
Apalagi mastarakat potensial." 
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Hal senadapun disampaikan oleh Rianita selaku p~jabat fungsional 

lingkungan hidup (wawancara 11 Juni 2019), yaitu: 

" .. .lnfonnasi dari masyarakat adalah penting karena tidak 
hanya untuk 1nembantu pemerintah, tapi juga untuk 
membantu diri mereka sendiri mengelola lingkungan. 
Apalagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan 
potensial terkena dampak, informasi lingkungan dapat 
membantu mereka untuk mengurangi dampak negative 
dari lingkungan." 

Pemyataan kedua informan sebelumnya didukung dengan pernyataan 

inforrnan dari W ALHI (wawancara 20 Juni 2019), yaitu: 

' ... Lingkungan itu punya bersama, dia bukan property 
milik satu atau dua orang. Sehingga dampkanya selalu 
akan dibagi. Penggunaan yang tidak bijak dampaknya bisa 
kena orang lain. Jadi infonnasi lingkungan ke masyarakat 
dan dari masyarakat, penting sekali karena itulah salah 
satu feedback dan mereka tinggal di lokasi terkena 
dampak. Sumber kehidupan mereka disitu." 

Dari pemyataan para informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan pengendalian 

lingkungan hidup dalam hal ini impelementasi kebijakan PROPER 

menjadi penting. Penjaringan infonnasi baik dari warga masyarakat, 

perusahaan dan instansi terkait telah tersedia melalui website, 

whatsapp dan teknologi inforrnasi lainnya milik DLH Provinsi 

Kalimantan Utara. 

2, Keberhaoilan Implement&1i Kebijakan Penilaian PROPER 

Kegiatan PROPER telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Utara dengan melibatkan 10 perusahaan 
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baik dalam kabupaten maupun lintas kabupaten. Terkait dengan hal 

tersebut, langkah selanjutnya adalah pengukuran keberhasilan kebijakan 

publik. Pengukuran keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa 

teori, salah satunya teori dari Edwards III yang menyatakan bahwa 

implementasi dapat dikatakan efektif tergantung pada 4 (empat) daktor 

yang mempengaruhinya. ·rerkait dengan faktor keberhasilan 

implementasi kebijakan berdasarkan Edward dan aplikasinya pada 

kegiatan PROPER di Kalimantan lJtara, maka dapat dijabarkan sebagia 

berikut: 

a. Komunikasi 

Suatu komunika.si dirasakan sangat penting dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan. Infonnasi disampaikan kepada pelaku 

kebijakan untuk dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan 

hal-hal yang harus dilakukan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan 

yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

Tennasuk juga komunikasi pada kegiatan Proper yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara sesuai dengan 

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 tahun 2015 

tentang pedoman penilaian. 

Dari sisi komunikasi terdapat bebearapa dimensi sebaia 

tolak ukur keberhasilan komunikasi. Pertama dimensi transmisi 

yang menekankan pada adanya penyampian kebijakan publik pada 

pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain baik yang 
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berkepentingan maupun tidak. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan lJtara, sesuai dengan basil 

wawancara pada pada pihak, diantaranya wawancara pada PT. 

Mitrabata Adiperdana yang diwakili oleh Firman selaku Kepala 

Teknik Tambang (wawancara 25 juni 2019) 

" Tim proper melaksanakan kegiatan cukup baik 
dan sudah sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku ... " 

Selanjutnya dari pengakuan tim PROPER mengatakan hal 

yang sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh Djuaransyah 

(wawancara I Juli 2019) sebagai Kasi B3: 

"Kurangnya pendanaan, kapasitas dalam jum1ah 
personel dan juga keahlian, sosialisasi yang 
masih belum berjalan membuat PROPER belum 
dapat dilakukan secara optimal. Kriteria yang 
dimiliki PROPER sejauh ini sudah bisa dijadikan 
acuan penilaian bagi sector ataupun deputi lain. 
Melalui pencitraan dan keterbukaan akses 
terhadap masyarakat, PROPER memberikan 
kenntungan kepada pengusaha, pemerintah dan 
juga masyarakat pada umumnya" 

Dari dua penjelasan tersebut memberikan indikasi bahwa 

komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan PROPER telah diketahui oleh pihak perusahaan 

sehingga terdapat persiapan dalam pelaksanaan penilaian PROPER 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Utara. 
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Dimensi kedua dari komunikasi adalah kejelasan, yaitu 

adanya transmisi kepada pelaksana, target grup dan pihak lain 

sehingga dapat diketahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan 

sasaran serta substansi. Terkait dcngan kejelasan pada saat 

implementasi kebijakan penialain PROPER. Telah dijelaskan oleh 

Ranita scbagai salah satu pejabat fungsional dari Dinas Lingkungan 

Hidup (wawancara 2 Juli 2019) yang menyatakan: 

'"'Mekanismenya harus jelas bagi pemohon 
maupun yang memberikan informasi .. Infonnasi 
yang diberikan maupun diterima harus bisa 
dipertanggungjawabkan. Yakni adanya punish 
and reward bagi pemberi dan penerima 
infonnasi, Tidak ada biaya yang diambil apabila 
menyangkut informasi publik" 

Penjelasan tersebut menjelaskaan kondisi pada sasat 

implementasi penilaian PROPER dengan adanya pemahaman 

terhadap maksud dari penilaian, maka dimensi transmisi dari 

komunikasi telah dilakukan dengan baik. Pemaharnan pemberian 

hadiah dan saknsi terhadap informasi yang diberikan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dimensi selanjutnya terkait dengan keberhasilan dalam 

ranah komunikasi adalah dimensi konsistensi. Dimensi ini 

menuntut tidak adanya kesimpangsiuran dalarn pelaksanaan 

kebijakan. Pada penilaian PROPER yang telah dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dapat 

dikatakan memiliki komunikasi yang baik dalarn hal dimensi 

96 

20/44098

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



konsistensi, ha! ini ditunjukkan dengan adanya peraturan yang jelas 

dan telah diimplementasikan, seperti pada pembobotan dari 

instrument yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan 

Utara Nomor 51Tahun2015 yaitu dengan sistem pembobotan. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan keseluruhan dari sumber daya 

dalam rangka implementasi kebijakan. Sumber daya yang 

dimaksudkan adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, 

sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Terkait 

dengan sumber daya, implementasi PROPER telah sesuai dengan 

pemenuhan sumber daya yang ada. 

Dari sisi sumber daya anggaran, te1ah dialokasikan 

anggaran dalam penilaian PROPER tahun 2017/2018 sebesar Rp. 

313.000.000 dan terleasisasi sebesar Rp. 300.185.425 atau sekitar 

95,9%. Sementara dari sisi sumber daya dan kewangan, telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 3 Tahun 

2014 yang bertujuan pemberian pedoman dalam pelaksanaan 

Proper bagi, pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat 

instansi lingkungan hidup yang bertugas untuk melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib Amdal atau UKL-UPL. Dalam Implementasinya, 

pelaksanaan penilaian PROPER telah dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dengan bentuk 
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adanya laporan pengawasan clan pengendalian lingkungan hidup 

yang telah di publikasikan. 

c. Disposisi 

Disposisi dimaksudkan sebagai kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pada Implementasi 

penilaian PROPER unsur diposisi terwujud pada pelaksanaan 

kemudian dituangkan dalam sebuah laporan secara terinci baik 

peserta proper yang dinilai dan Juga beberapa permasalahan 

lingkungan tarnbang yang disertai dengan rekapitulasi dari hasil 

peringkat penilaia PROPER. 

Penyajian laporan ini mcnujukkan bukti pelaksanaan secara 

sungguh-sungguh dan mampu menjabarkan temuan-temuan barn 

dari penilaian Proper dari perusahaan peserta penialaian. Penilaian 

ini dilanjutkan dengan penjabaran beberapa kegiatan dari 

perusahaan yang dirasakan tidak sesuai dengan pedoman penilaian 

kinerja pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pertambangan 

batubara. Dari basil ini dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan

perbaikan yang dapat dikomunikasikan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dengan Perusahaan pertambangan batubwara yang terdapat 

di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sehinga, tujuan dari 

penilaian proper ini dapat tercapai dengan maksimal yaitu sesuai 
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dengan indikator keberhasilan terkait dengan pengurangan 

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan 

dalam pengelolaan limbah. 

d. Struktur Birokrasi 

Dalam pelaksanaan dan implementasi suatu program 

kebijakan yang baik seharusnya struktur organisasi pelaksana 

kebijakan harus jelas dan tepal, ha! tersebut dapat menyebabkan 

bagaimana kaitannya dengan pencapaian tujuan implementasi 

kebijakan antara bagian-bagian yang mcnangan1 sehingga 

menghasilkan suatu produk implementasi kebijakan yang 

diharapkan. Struktur birokrasi merupakan gambaran secara hierarki 

hubungan siapa berbuat apa dan bertanggungjawab apa sehingga 

peranan masing-masing dapat dilihat tanggungjawab dalam 

lingkungan birokrasi tersebut. Guna mewujudkan kejelasan uraian 

tugas masing-masing pelaksana DLH Provinsi Kalimantan Utara 

sebagai pelaksana kebijakan kemudian menyusun Standar Operasi 

Prosedur (SOP) sebagai pedoman menjalankan implementasi 

kebijakan. 

D. !Undala dalam implementasi PROPER kegiatan pertambangan 

mineral dan batubara dalam perlindungao dan pengelolaan lingkungan 

hidup melalui Pergub Provin1i Kalimanantan Utara NO. 51 Tahon 

2015. 
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Berbagai kendala yang menjadi temuan atau evaluasi implementasi 

kebijakan pada kegiatan penilaian PROPER yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan llidup Provinsi Kalimantan Utara didapatkan dan beberapa 

basil wawancara. Hasil dari wawancara yang dilakukan pada pihak 

pelaksana yaitu tim proper, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak perusahaan 

didapatkan tiga klasifikasi kendala, diantaranya: 

l. Pemahaman Aturan Hukum 

Dari sisi perundangan tentang penilaian PROPER yang telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang 

penilai proper dan juga adanya Peraturan Pemerintah Provinsi 

Kalimanatan Utara Nomor 51 tahun 2015 tentang Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kegiatan Pertambangan 

Mineral dan Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dirasakan masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan dalam 

implementasinya. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam 

pengimplementasian kebijakan. Perusahaan belum sepenuhnya 

memahami peraturan yang harus dipedomani. 

2. Sumber Daya (Sarana dan Prasarana DLR) 

Faktor penting dalam melaksanakan program implementasi 

kebijakan adalah dukungan sumber daya, salah satunya adalah sumber 

dana. Sumber dana digunakan sebagai pendukung pemenuhan biaya 
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operasional pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber dana yang 

saat ini ada hanya bersumber dari APBD Provinsi Kalirnantan utara 

dengan alokasi dana yang relatif kecil. 

Sumber daya manusia sebagai aktor pclaksana impelementasi 

kebijakan, juga dibutuhkan pelaksana yang memliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam implementasi PROPER ini. Kemampuan dan 

keahlian pelaksana tersebut guna mencapai ketepatan dan kejelasan 

implementasi kebijakan PROPER. Pelaksana dimaksud adalah Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas sebagai pengawas 

langsung atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam 

izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Fasilitas yang juga merupakan kebutuhan penting untuk 

operasional kegiatan implementasi kebijkan, seperti kendaraan 

operasional yang hanya tersedia satu unit. Belum tersedianya fasilitas 

laboratorium pengujian kualitas air. Dengan adanya fasilitas yang 

kurang memadai maka memilik dampak pada kinerja DLH dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga dinilai lamban. 

3. Kemampuan dan Keablian Teknis Tim PROPER 

Kendala yang dihadapi oleh Tim PROPER dalam menjalankan 

kebijakan PROPER ini adala dari sisi kemampuan dan keahlian teknis 
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penilaian progran peringkat kinerja perusahaan dalam hal pengendalian 

lingkungan hidup. 

E. Pembahasan 

Keberhasilan pelaksanaan implemcntasi kebiJakan ini ditinjau dari 

Teori Edward III yaitu terdiri faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi 

(sikap pelaksana) dan Struktur Birokasi. 

1. Komunikasi 

Pada faktor komunikasi dalam implementasi ditemukan bahwa 

komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijaka 

sudah terlaksana dengan baik dalam hal dimensi konsistensi. Hasil 

temuan ini sejalan dengan penelitian Marsuyetno, (2012) dimana hasil 

temuan penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut 

hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peraturan yang jelas dan telah diimplementasikan, 

seperti pada pembobotan dari instrument yang telah diatur pada 

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 yaitu 

dengan sistem pembobotan. Artinya basil penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu dari program implementasi kebijakan dilihat dari 

faktor komunikasi. Komunikasi menjadi penting dalam hat 

penyampatan dan kejelasan serta ketepatan standar dan sasaran 

kebijak:an. 

102 

20/44098

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



2. Surnber Daya 

Dalam dukungannya terhadap implementasi ini dibagi menjadi 

beberapa aspek yaitu sumber dana, sumber daya manusia clan fasilitas 

yang tersedia dalam pelaksanaan imple1nentasi kebijakan. Pertama dari 

aspck sumber dana, hasil penelitian menemukan bahwa sumber dana 

yang tersedia untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan 

sangat terbatas, hal ini menjadikan kurang optimal dalam pencapaian 

tujuan kebijakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri, 

(2011) bahwa kurangnya sumber pendanaan sehingga kesulitan 

melakukan peninjauan di lapangan. Sehingga sumberdana sangat 

berpengaruh dalam menjalankan suatu program implementasi 

kebijakan. Kedua adalah aspek sumber daya manusia, temuan 

penelitian pada aspek SDM untuk program implementasi kebijakan 

dinilai cukup memadai, namun yang menjadi kendala atau hambatan 

adalah belum tersedianya PPLH yang telah diamanatkan UU Nomor 32 

Tahun 2009. Temuan ini mendukung penelitian dari Putri (2011), 

bahwa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan salah satunya adalah kurangnya ketersediaan sumber daya 

manusia secara kualitas dan kuantitas yang menangani pengendalian 

pencemaran air. Senada dengan basil temuan penelitian lskandar, 

(2014) bahwa salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan peraturan 

adalah sumberdaya manusia. SDM menjadikan salah satu aspek yang 

memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. 
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Ketiga Fasilitas, temuan dari penelitian pada aspek fasilitas adalah 

sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam 1nenjalankan program 

implementasi kebijakan walaupun masih terdapat kekurangan seperti 

tersedianya Jaoratorium pengujian sampel air, kendaraan operasional 

dan peralatan serta perlengkapan lainnya. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari aspek sumber daya ini adalah, sumber daya merupakan 

faktor yang berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program 

implementasi kebijakan. Namun basil berbeda dengan penelitian 

Marsuyetno, (2014) yaitu temuan basil penelitian untuk faktor surnber

sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti somber 

daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak 

efektit: Perbedaan ini dimungkinkan karena letak geografis wilayah dan 

infrastruktur antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi 

Kalimantan Utara. 

3. Disposisi 

Orientasi sikap pelaksana atau personil terhadap ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting juga. 

Sikap pelaksana kebijakan implementasi kebijakan PROPER di 

Provinsi K.alimantan Utara sangat mendukung dengan adanya peraturan 

ini. Perihal tersebut dintunjukkan dengan penyajian laporan, laporan 

tersebut merupakan bukti pelaksanaan secara sungguh-sungguh dan 

yang mampu menjabarkan temuan-temuan baru dari penilaian Proper 

perusahaan peserta penialaian. Hasil temuan penelitian ini sejalan 
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dengan penelitian lskandar, (2014) yang menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program implementasi 

kebijakan adalah faktor disposisi (sikap pelaksana kebijakan). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi memiliki pengaruh dalam 

menjalankan program implementasi kebijakan PROPER ini. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi menjadi penting dalam hal pembagian tugas dan 

tanggung jawab. Hasil temuan penelitian bahwasannya DLH Provinsi 

Kalimantan Utara telah membuat dan mentetapkan SOP sebagai 

pedoman pelaksanaan program kebijakan. SOP menjadikan tugas dan 

tanggung jawab yang diemban oleh pelaksana kebijakan menjadi 

terarah dan sebagai alat untuk evaluasi implementasi kebijakan. 

Temuan penelitian ini berbeda dengan lskandar, (2014) hasil temuan 

iskandar menyebutkan bahwa struktur birokasi kurang mendukung 

pelaksanaan program implementasi kebijakan. Perbedaan ini disinyalir 

karena dalam penelitian Jskandar (2014) bahwa pelaksana kebijakan 

belum memiliki pedoman yang mengatur pembagian tugas dan 

tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan yang dituangkan 

dalarn SOP. 
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BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari basil dan pernbahasan penelitian tentang lmplementasi Kebijakan 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kegiatan Pertambangan 

Mineral clan Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Melalui Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor SJ Tahun 2015, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

I. Imple1nentasi Program Penilaian Peringkat Kinerjan Perusahaan 

(PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan 

Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 telah 

berjalan dengan baik, Hasil analisa menggunakan teori Edward III seperti 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi didapatkan 

bahwa keempat dimensi tersebut telah mendukung pelaksanaan program 

implementasi kebijakan dimaksud. 

2. Penyampaian informasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup 

dalam yang tertuang dalam kebijakan PROPER menjadi sangat penting. 

Informasi yang terjaring sebagai salah satu faktor pendukung 

pengendalian lingkungan hidup. Penjaringan informasi baik dari warga 

masyarakat, perusahaan clan instansi terkait telah tersedia melalui 
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website, whatsapp dan teknologi infonnasi lainnya inilik DLH Provinsi 

Kalirnantan Utara. 

3. Kendala yang ditemukan dalarn rnenjalankan irnplementasi kebijakan 

teridir dari 3 hal yaitu: Tim PROPER, Dinas Lingkungan Hidup, dan 

pihak Perusahaan. Perihal tersebut ditunjukkan pada kemampuan dan 

keahlian teknis yang dimiliki Tim, Sarana dan Prasarana yang disediakan 

oleh instansi dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan dan 

kurangnya pengetahuan perusahaan dalam memahami peraturan. 

B. Saran 

1. Pe1nerintah 

a. Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung 

pelaksanaan implementasi kebijakan PROPER diharapkan mampu 

mengalokasikan anggaran setidaknya sesuai dengan kebutuhan 

operasional kegiatan implementasi, sehingga tujuan dari 

implernentasi tersebut dapat tercapai secara optimal. 

b. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan aktif dalam pengembangan 

SDM khususnya Tim Teknis PROPER, sehingga Tim memiliki 

kemampuan dan keahlian yang memadai. 

c. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan terus melakukan pembinaan 

kepada perusahaan melalui program sosialisasi peraturan 

perundangan terkait PROPER supaya dalam memahami aturan dapat 

sejalan serta diharapkan dapat menyediakan fasilitas (sarana dan 

prasarana) yang memadai guna mendukung kegiatan implementasi. 
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Khususnya tersedianya laboratorium untuk uji sampel air, kendaraan 

operasional dan peralatan atau perlengkapan pendukung lainnya_ 

2. Perusahaan perlu untuk menetapkan target kinerja praktek 

pengelolaan lingk:ungan, dengan PROPER sebagai salah satu target 

untuk hal ini, dimana PROPER akan menilai kepatuhan pada aspek 

perizinan, administrasi, dan teknis operasional. Operasi tambang terbuka 

akan selalu merubah bentang alam dan aliran air permukaan, sebagai 

contohnya. Perlu sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pertambangan yang baik untuk menghindari/meminimalkan 

dampak lingkungan yang besar, seperti lansekap yang tidak beraturan, 

lubang tambang yang ditinggalkan, erosi dan sedirnentasi yang tinggi, 

kesuburan tanah yang rendah yang tidak layak untuk pertumbuhan 

tanaman, produksi air asam tambang yang dapat berlangsung hingga 

ratusan tahun sehingga dapat mematikan biota di perairan umum, clan 

lain sebagainya. Secara urn um terdapat 4 (Empat) lingkup kegiatan 

penting dalam pengelolaan lingkungan pertambangan, yaitu : 

a. Pengelolaan clan pemantauan kualitas air 

b. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara 

c. Pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman bayati 

d. Pengelolaan sampah, baban berbahaya dan beracun (BJ), dan 

limbah BJ 
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3. Masyarakat 

a. Diperlukan informasi dari masyarakat dan juga industri mengenai 

aksesibilitas informasi PROPER. 

b. Diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan akses partisipasi publik 

dan juga akses keadilan, dikarenakan akses informasi merupakan 

langkah awal bagi jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Jingkungan. 

c. Adanya pemberian reward dan perlindungan bagi masyarakat yang 

memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan 

lingkungan hidup dan sanksi bagi pihak yang menghambat proses 

keterbukaan akses infonnasi. 
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PEDOMAN WA WAN CARA 

DAFTARPERTANYAAN 

.. Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan 
Pertambangan Mineral dan Batubara" 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara kongkrit Implementasi Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan 

batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan 

Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 ·rahun 2015, menganalts1s informasi 

yang dihasilkan Program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan 

batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup n1enjadi dasar kelanjutan 

usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, dan mengetahui kendala-kendala 

dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini bersifat rahasia, tidak 

dipublikasikan dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Dengan demikian 

dimohon Bapak/Ibu untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman Bapak/Ibu selama ini dengan sejujur-jujurnya. Atas kerjasamanya 

saya ucapkan terima kasih. 

Nama nara sumber 

Jabatan 

T anggal wawancara 

I. Pemerintah 
1. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akes 

rnasyarakat terhadap informasi Penglolaanlingkungan ? 
2. Apakah whistleblower protection bisa menjadi salah satu factor 

pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif 
memberi infonnasi ? 
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3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan dan 
rnenyebarluaskan informasi ? 

4. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses 
infonnasi ? Berapa kali dalam setahun kegiatan tersebt1t 
dilaksanakan ? 

5. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak 
positif terhadap pengelolaan lingkungan ? 

6. Kendala - kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan 
kegiatan penyebaran infonnasi ? 

7. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi kinerja pemerintah 
dalam system pengelolaan infonnasi ? 

11. Pejabat Fungsional Pegawai Lingkungan Hidup 
I . Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses 

masyarakat terhadap informasi lingkungan ? 
2. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk 

mendapatkan bantuan atau tuntutan kepada masyarakat untuk 
mengakses intbrmasi ? 

3. Bagaimana bentuk system pengelolaan informasi yang dimiliki 
oleh pemerintah ? 

4. Apakah keterlibatan masyarakat pemah memberikan dampak 
positif terhadap pengelolaan lingkungan? 

5. Seberapa penting pecan masyarakat dalam mengelola lingkungan 
melalui kepemilikan infonnasi tentang lingkungan ? 

6. Apakah sudah ada analisislhasil perhitungan yang dapat 
memperlihatkan babwa keterlibatan masyarakat data memberikan 
pengaruh yang baik untuk ,pengelolaan lingkungan melalui 
PROPER? 

7. Kendala - kendala apa saja yang terjadi bail< oleh pemerintab 
maupun masyarakat dalam mewujudkan kemudahan aksesibilitas 
infonnasi? 

8. Apakah akses informasi yang dimiliki PROPER bisa dikatakan 
telah efektif? 

9. Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat 
mengakses informasi, khususnya bagi masyarakat yang berada di 
sekitar lokasi perusabaan/industri ? 

I 0. Dimanakah letak kendala masyarakat dan pemerintah dalam 
mengakses informasi public melalui PROPER? 

11. Apakah yang diharapkan dari pemerintab dan masyarakat untuk 
perbaikan akses informasi melalui PROPER ke depan ? 
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III. Masyarakat 
1. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses 

masyarakat terhadap informasi lingkungan? 
2. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk 

mendapatkan bantuan atau tuntunan kepada masyarakat untuk 
mengakses informasi ? 

3. Bagaimana bentuk system dan panduan pengelolaan informasi 
yang dimiliki oleh pemerintah ? 

4. Apakah whistlebl<>wer pr<>lection bisa menjadi salah satu factor 
pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif 
memberikan informasi ? 

5. Apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam 
menyediakan dan menyebarluaskan informasi ? 

6. Apakah pemerintah sudah memberikan respon atas upaya 
mendapatkan informasi ? Dan berapa jangka waktu dari pelaporan 
hingga ditanggapi ? 

7. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses 
informasi ? Bera.pa kali dalam setahun kegiatan tersebut 
dilaksanakan ? 

8. Faktor - faktor penting apa saja yang mempengaruhi kinerja 
pemerintah dalam sistem pengelolaan infonnasi ? 

9. Apakah keterlibatan masyarakat pemah memberikan dampak 
positifterhadap pengelolaan lingkungan? 

10. Apakah upaya yang dilakukan untuk dapat mengakses informasi? 
11. Kendala - kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan penyebaran informasi ? 
12. Apakah upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi 

telah memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan 
pendapat ataupun laporan ? 

13. Apakah yang diharapkan dari sistem pengelolaan informasi 
lingkungan ke depan ? 

N. Perusahaan 
1. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai sikap maupun perilaku 

aparatur dalain memberikan pelayanan penilaian PROPER? 
2. Bagaimana cara Saudara mendapatkan penilaian PROPER? 
3. Apakah ada kendala/permasalahan dalam mendapatkan penilaian 

PROPER? Jika ada, jelaskan kendala yang ditemui 
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Lampiran I. Sintesa Wawancara 

1.1 Aturan Hokum 

No ·'11! 11 J~Wabl!JI . . 
1 Tim Djuramsyah (Kasi B3) Belum ada aturan hukum PROPER yang spesifik 

PROPER Rianita Pertiwi (Pejabat Pungsional tentang tata cara keterlibatan masyarakat melaJu 
Lingkungan Hidup) wbsite blower protection biasmendorong 
Budiany Rahrnawati (Analis masyarakat untuk terlibat lebih aktif karena 
Lin•lrunoan Hidup) dilindun<ri 

2 DLH Edy Suharto (Kepala DLH) Belum ada aturan secara spesifik yang mengatur 
tentang keterbukaan akses informasi PROPER. 
Namun sudah ada Peraturan Menteri No. 09 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan 
Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ 
Perusakan Lingkungan dan juga tentang Tata 
Cara. Whistle blower protection bisa menjadi 
altematif solusi untuk mendorong masyarakat 
terlibat lebih aktif, karena dilindungi oleh hukum ·--- -~ 

3 DLH Obed Daniel (Kabid P2KL) Belum ada aturan khusus mengenai keterbukaan 
informasi PROPER, prinsip dasar dari 
pelaksanaan Proper adalah mendorong 
pernsahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 
melalui instrumen insentif reputasi/ citra bagi 
perusahaan yang mempunyai kinerja 
pengelolaan lingkungan yang baik 

4 DLH Rianita (Pejabat Fungsional Belum ada aturan hukum baku, Whistle blower 
Lingkungan Hid up) protection bisa mendorong masyarakat untuk 

terlibat lebih aktif, karena dilindungi. Dlperlukan 
system hkum yang kuat, agar integritas informasi 
bisa dipertanggungjawabkan. Whistle blower 
menurnt Rasio tidak perlu bagi konsep PROPER, 
karena kita melakukan pengawasan berdasarkan 
kesepakatan bersama. Karena semuanya sudah 
terbuka 

5 LSM Yayasan Pionir Bulungan dan Belum ada aturan terkait PROPER yang khusus 
WALHI tentang aksebilitas infonnasi public, semuanya 

diatur secara umum dalarn UUKIP dan 
UUPPLll Perlu adanya aturan yang lebih rinci 
bagi masyarakat untuk dapat mengakses 
informasi, walaupun tidak dalam bentuk Undang 
Undang 
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1.2 Mekanisme Permohonan lnformasi 

No 
1 Tim 

PROPER 

· In ··all' 
Djuramsyah (Kasi B3) 
Hennan (Kasi Pencemaran 
Lingkungan Hidup) 
Budiany Rahmawati (Anal is 
Lingkungan Hidup) 

Jawaban 
---~----------~ 

Mekanismenya bisa datang 1angsung maupun 
melalui surat/pengisian formulir. Untuk datang 
langsung bisa langsung ke kantor DLH Kaltara 
Apabila sifatnya aduan adanya dugaan 
pencemaran bisa langsung ditujukan ke Bidang 
Pencemaran, namun apabila protes terhadap hasil 
PROPER bisa langsung ke secretariat PROPER. 
beberapa tahun lalu memang melibatkan lebih 
banyak media perantara, seperti Koran untuk 
ikut menginformasikan hasil PROPER. Saat ini 
dan kedepan, berharap pihak-pihak lain yang 
bisa ikut berkerjasama untuk menyebarluaskan 
infonnasi PRClPER dapat bergabung. Karena 
PROPER menyadari bahwa sulitnya bagi 
prov1ns1 maupun masyarakat untuk. bisa 
berinteraksi sacara kontinyu. Hal tersebut 
mengapa diperlukan adanya kerjasama dengan 
oihak - oihak lain. 

!--+-----+-----------------~------ -----~-------j 

Sudah bisa langsung mendatangi DLH Kaltara 2 DLH 

3 DLH 

4 DLH 

Edy Suharto (Kepala DLH) 

Obed Danel (Kabid P2KL) 

Rianita (Pejabat Fungsional 
Lingkungan Hidup) 
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ataupun melalui media perantara. Tidak ada 
biaya yang dibebankan, kecuali untuk fotokopi 
untuk oenP11muman setahun sekali. 
PROPER merupakan Public Disclosure Program 
for Environmental Compliance. Oleh karena itu, 
kebijakan proper sangat terkait erat dengan 
pemberian informasi lingkungan hidup oleh 
penanggung jawab usaha kepada masyarakat, 
sehingga masyarakat dapat nunnpu menyikapi 
secara aktif informasi tingk:at penaatan Proper 
suatu perusahaan, dengan memberikan respon 
tertentu (baik atau buruk), berdasarkan 
infonnasi Proper tersebut. Sehingga mampu 
mendorong perusahaan untuk lebih 
meningkatkan kinerja perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidupnya. 

Mekanismenya hams jelas bagi pemohon 
maupun yang memberikan informasi .. Infonnasi 
yang diberikan maupun diterima harus bisa 
dipertanggungjawabkan. Yakni adanya punish 
and reward bagi pemberi dan penenma 
informasi, Tidak ada biaya yang diambil apabila 
menvani!kut informasi oublik. 
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·-----· 
5 LSM Yayasan Pionir Bulungan dan Mekanisme pelayanan yang jelas belum bisa 

WALHI didapatkan dari website PROPER seperti apa. 
Dan be I um ada ta ta earn dari PROPER 
bagaimana cara mengakses informasi lebih 
lanjut Berikut pula sanksi apabila tidak adanya 
respon yang diberikan. Walaupun sudah ada 
aturan tentang tata cara pcngaduan di PerMen. 
namun tidak akan mudah diberitahukan kepada 
masyarakat umu, Ada beberapa infonnasi yang 
dibutuhkan tapi tidak rnendapatkan respon. 
Untuk mendapatkan infonnasi masyarakat 
sebaiknya proaktif, karena kesadaran untuk 
memberikan infonnasi yang dibutuhkan belum 
maksimal. 

1.3 Hubungan Aklies Informasi bagi Pengelolaan Lingkungan 

No Jnforman .Jawaban 
I 

2 

3 

4 

Tim 
PROPER 

DLH 

DLH 

DLH 

Djuramsyah (Kasi B3) 
Hennan (Kasi Pencemaran 
Lingkungan Hidup) 
Budiany Rahmawati 
(Analis Lingkungan Hidup) 

Obed Daniel (Kabid P2KL) 

Rianita (Pejabat Fungsional 
Lingkungan Hidup) 

Edy Suharto (Kepala DLH) 

K.eterbuk:aan akses infonnasi sangat penting bagi 
PROPER, karena PROPER bersifat terbuka. Mengingat 
juga sudab ada aturan yang lebih jelas tentang 
partisipasi publik. Hal tersebut juga penting uotuk 
membantu pemerintah dalam hal pengawasan di 
lapangan. Apalagi mereka yang tinggal di sekitar 
perusahaan tersebut, mereka bisa membrrikan data real 
sehingga dapat dijadikan edukasi perbaikan liogkungan 
kepada masyarakat. Keterbukaan akses info juga akan 
memberikan nilai tambah bagi kinerja PROPER, 
masyarakat biasikut memantau kinerja pemerintah. 
Perusahaan lain jadu ingin mengikuti dan memperbaiki 
tata kelola lingkungan, dengan tujuan produknya 
diterima oleh masyarakat. 
Sangat penting, karena masyarakat dapat memberikan 
infonnasi paling baru tentang kondisi di lapangan. 
Dibandingkan dengan informasi pemerintah yang hanya 
mendata pada waktu tertentu. 
lnfonnasi dari masyarakat adalah penting karena tidak 
hanya untuk membantu pemerintah, tapi juga untuk 
membantu diri mereka sendiri mengelola lingkuogan. 
Apalagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan 
potensial terkena dampak, informasi lingkungan dapat 
membantu mereka untuk mengurangi dampak negative 
dari lingkungan. 
lnformasi lingkungan sangat penting karena bisa 
memberikan kendali terhadapt tata kelola lingkungan 
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5 LSM WALHI 

1.4 Upaya Masyarakat 

yang ada. Informasi tentang lingkungan itu beragam, 
dari keberadaan sumber daya alan1 (potensi ta1nbang), 
infonnasi tentang tingkat kercntanan lingkungan, 
infonnasi tentang kerusakan lingkungan 
hidup/ekosistem, rehabilitasi lingkungan oleh 
pemerintah, program untuk memproteksi daya dukung 
ekosistem di daerah tertentu, tataruangfamdal rkl upl, 
izin yang berdampak pada Jingkungan hidup, tingkat 
ketaatan terhadap nilai- nilai. Melihat dari hal tersebut 
saja bisa dikatakan bahwa informasi llngkungan itu 
penting sekali bagi masyarakat. Apalagi mastarakat 
potensial terkena dampak, informasi mereka sangat 
penting, karena yang bisa melihat kegiatan di sana 
setiap harinya. 
Lingkungan itu punya bersama, dia bukan property 
milik satu atau dua orang. Sehingga dampkanya selalu 
akan dibagi. Penggunaan yang tidak bijak dampaknya 
bisa kena orang lain. Jadi infonnasi lingkungan ke 
masyarak:at dan dari masyarakat, penting sekali karena 
itulah salah satu feedback dan mereka tinggal di lokasi 
terkena dampak. Sumber kehidupan mereka disitu. 

No lnforman · · Jawaban · 
1 

2 

3 

4 

Tim 
PROPER 

DLH 

DLH 

DLH 

Djuramsyah (Kasi B3) 
Herman (Kasi Pencemaran 
Lingk:ungan Hidup) 
Budiany Rahmawati 
(Analis Lingk:ungan Hidup) 
Edy Suharto (Kepala DLH) 

Obed Daniel (Kabid P2KL) 

Rianita (Pejabat Fungisonal 
Lingk:ungan Hidup) 

Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dengan dating ke DLH kaltara atau 
mengirimkan surat. Kendalanya adalah belum adanya 
sosialisasi yang dilakukan PROPER karena adanya 
keterbatasan dana. 
Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan 
berperan aktif memberikan infonnasi mengenai 
lingkungan. Kendala yang diahadapi adalah karena 
adanya keterbatasan kemampuan baik dari sarana dan 
prasarana maupun dari kesadaran yang dimiliki. 
Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan ikut 
menjaga lingkungan melalui pemberian infonnasi yang 
akurat. Kendalanya adalah tidak adanya system yang 
jelas dan teratur dalam mengakses informasi 
Banyak yang bisa masyarakat lakukan untuk ikut 
partisipasi, baik dalam memberikan laporan, meminta 
informasi maupun ikut untuk merangkul masyarakat 
lain untuk ikut berpartisipasi. Bisa juga dengan 
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5 LSM Yayasan Pionir Bulungan 
dan WALH! 

1,5 Upaya Pemerintah 

No 
1 Tim 

PROPER 

2 DLH 

3 DUI 

4 DUI 

Informan 
Djuramsyah (Kasi B3) 
Hennan (Kasi Pencemaran 
Lingkungan Hidup) 
Budiany Rahmawati 
(Anal is Lingkungan Hidup) 
Edy Suharto (Kepala DLH) 

Obed Daniel (Kabid P2KL) 

Rianita (Pejahat F\tngisonal 
Llngkungan Hidup) 

memiliki jaringan di seluruh daerah di Indonesia. 
Jaringan tersebut dapat digunakan untuk berbagi dan 
dtskusi mengenai lingkunga, khususnya PRO.PER. 
Kendala yang dihadapi masyarakat saat ini adalah 
adanya kepentingan yang mengikuti masyarakat 
tersebut sehingga menjadikan laporan tidak valid. 
Kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh 
pernerintah, sehingga sulit masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi karena kurangnya pemahaman 
tentang pelestarian lingkungan dan pembangunan yang 
berkelanjutan. 
Masyarakat umum telah berupaya untuk mengakses 
informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Walaupun sebagian besar masyarakat kita memiliki 
kekurangan dalam pemahaman terhadap pelestarian 
lingkungan dan PROPER tentunya. LSM juga telah 
berupaya untuk melakukan advokasi tentang 
keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. 
Walaupun tidak bersarna proper. Kendala yang dihadapi 
adalah data base yang kurang rapi sehingga proses 
pemberian informasi berjalan lambat. Pemerintah 
belum memberi fasilitas keburuhan masyarakat untuk 
melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingan. 
Pemerintah juga belum transparan terhadap proses 
penilaian yang dimilik:i, sehingga menghambat proses 
aksepsibilitas informasi. 

Jawaban 
Pemerintah telah membuka pelayanan informasi, yang 
bisa diakses dimanapun, Apabila ada masalah maka 
pemerintah a1can mencoba untuk memfasilitasi. 

Pemerintah telah memiliki maysrakat berupa Quick 
Win, layanan satu pintu dan juga website. 
Pemerintah daerah belum memiliki pelayanan yang 
memadai untuk melibatkan partisipasi publik dalarn 
mengelola lingkungan. Namun pemerintah akan ikut 
membantu apabila ada keluhan - keluhan masyarakat. 
Pemerintah sejaub ini telah memiliki ruang yang 
cukup baik untuk ikut berpartisipasi dalarn mengelola 
lingkungan. Walaupun masih banyak yang harus 
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5 

No 
I 

LSM Yayasan Pionir Bulungan 
dan WALHI 

ditingkatkan. Membuka infonnasi publik tidak cukup 
hanya mernilki sarana dan prasarana, namun juga 
harus memilki keinginan untuk mengeduksi 
masyarakat akan pentingnya lingkungan. Membuka 
ruang kepada masyarakat dengan memberikan 
infonnasi informasi di Dl,H Kaltara setempat. 
Memberikan ruang diskusi dan hasil informasinya bisa 
dijadikan masukan untuk perbaika PROPER kedepan. 
Kendala yang dimiliki PROPER saat ini adalah 
kurangnya kapasitas, koordinasi dan juga sosialisasi 
kepada masyarak~t. 
Upaya pernerintah sejauh ini untuk mengelola 
informasi sudah baik. Walaupun belum banyak. 
Misalnya, PROPER kemungkinan setiap orang bisa 
mengakses informasi PROPER dimanapun. Dengan 
demikian bantuan DLH Kaltara sangat membutuhkan. 
Informasi yang dimiliki pusat dan daerah tersedia 
secara pararel. Baik soft copy maupun hard copy. 
Apalagi dengan teknologi sekarang harusnya 
mempermudah aksebilitas informasi. Diakui bahwa 
awareness masyarakat masih lemah. Semakin beragam 
aluran yang terpakai untuk memberikan info, maka 
jadinya akan semakin bagus. Misalnya pemerintah ikut 
merangkul LSM di daerah untuk dijadikan sebagai 
media perantara. Selain itu pemerintah juga harus 
memberikan punishment terhadap pemberi laporan 
palsu atau yang mencoba mencegah keterbukaan akses 
serta memberikan reward kepada yang memberikan 
dukungan terhadap keterbnkaan akses. Rehabilitasi 
juga barns dilakukan apabila terdapat pihak yang 
dipersalahkan. 

1.6 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Ketebukaan Akses Informasi 
PROPER 

Tim 
PROPER 

Informan 
Djuramsyah (Kasi B3) 
Herman (Kasi Pencemaran 
Lingkungan Hidup) 
Budiany Rahmawati 
(Analis Lingkungan Hidup) 

Jawaban 
. Kurangnya pendanaan, kapasitas dalam jumlah personel 
· dan juga keahlian, sosialisasi yang masih belum berjalan 

membuat PROPER belum dapat dilakukan secara optimal. 
Kriteria yang dimiliki PROPER sejauh ini sudah bisa 
dijadikan acuan penilaian bagi sector ataupun deputi lain. 
Melalui pencitraan dan keterbukaan akses terhadap 
masyarakat, PROPER memberikan keuntungan kepada 
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2 DLH 

3 DUI 

4 DLH 

5 LSM 

Edy Suharto (Kepala DLH) 

Obed Daniel (Kabid P2KL) 

Rianita (Pejabat Fungsional 
Lingkungan Hidup 

Yayasan Pionir Bulungan 
dan WALHI 

pengusaha, pemerintah dan juga masyarakat pada 
umumnya. 
Kapasitas dan juga koordinasi merupakan hal yang paling 
mempengaruhi. Serta kesiapan penataan hokum untuk ikut 
1nembantu dalam pencegahan pencemaran lebih lanjut. 
Sosialisasi merupakan hat yang penting apabila berkaitan 
dengan masyarakat. Namun kapasitas DLH Kaltara belum 
bisa menjawab kebutuhan tersebut, dikarenakan kurangnya 
personal dan cepatnya rotasi jabatan. Sehingga yang sudah 
diberikan training tidak bisa mengaplikasinya secara 
optimal. Faktor penting lainnya adalah koordinasi antar 
divisi, baik natar divisi DLH Kaltara maupun antar pusat 
dan daerah. lnformasl yang diberikan tidak menyeluruh, 
sehingga daerah tidak mengetahui apa yang bisa dibantu 
untuk daerah tersebut dan juha untuk pusat. Diperlukan juga 
system satu pintu untuk mempennudah jalannya system 
pertukaran informasi lingkungan. 
Adanya kepentingan politik, dana yang masih kurang, 
sosialisasi minim, koordinasi dan juga kapasitas merupakan 
hal yang akan menghambat kinerja PROPER. Namun 
PROPER memiliki system penilaian citra yang bisa 
memberikan dorongan terhadap perusahaan dan juga 
masyarakat untuk mengawas1 dan mengelola 
lingkungannya. 
Perlunya transparansi dan sosialisasi dari perusahaan yang 
ingin dinilai. Lalu ditanyakan kepada masyarakat terdapat 
ada komplain atau tidak, bermasalah atau tidak perusahaan 
tersebut, baik oleh pencemar atau tidak, apakah orang bisa 
buka lagi seberapa bagus hasil penilaian ini. 

1.7 Tanggapan Pihak Perusabaan 

'No, 
I PT. 

' Mitrabara 
Adiperdana 

2 PT. 
Mandiri 
Inti 
Perkasa 

3 PT. 
'Lamindo 

Informan 
Firman (Kepala Teknik 
Tarnbang) 

Kaliraja Harahap (Kepala 
DLH) 

Hendra Utama (Kepala 
Teknik Tambang) 

Jawaban 
Tim PROPER dalam melaksanakan penilaian cukup baik 
sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan -
undangan yang berlaku, perusahaan sangal terbantu dengan 
adanya PROPER ini dalam pengelolaan lingkungannya 
Penilian PROPER sangat objektif sesuai dengan kaidah -
kaidah lingknngan maka dari itu perusahaan sangat terpacu 
berlomba - lomba dalarn pengelolaan lingknngan yang 
lebih baik 
Peringkat dalarn 
perusahaan untuk 
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4 

Inter 
Multikon 
PT. Garda 
Tujuh 
Buana 

Basri (Kepala Teknik 
Tambang) 

mengaktualisasikan berperan serta dala1n bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hi<lup. 
PROPER sangat terkait erat dengan pe1nbcrian informasi 
lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada 
masyarak.at, sehingga masyarakat dapat n1a1npu menyikapi 
secara aktif informasi tingkat penaatan Proper suatu 
perusahaan, dengan memberikan respon tertentu (baik atau 
buruk), berdasarkan informasi Proper tersebut. Sehingga 
mampu mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan 
kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidupnya. 
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Wawancara dengan Kepala DLH Prov. Kaltara bapak Edy Suharto S.Sos, MT 

Wawancara dengao Kepala Bidang Pencemaran, Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan bapak Obed Daniel, S,Hut 
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Wawancara dengan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup dan Kasi Limbah B3 
Ibu Rianita dan Bapak Djuramsyah 

Wawancara dengan Tim Proper di dampingi oleh Kepala Dians DLH Kaltara dan 
DLH Kab. Bulungan 
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Wawancara dengan LSM dan Masyarakat 

Wawancara dengan pihak perusahaan 
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Wawancara dengan pihak perusahaan 

Wawancara dengan pihak perusahaan 
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